PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGHI
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

'ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

‘ Menifnbé,ri_g

Mengingat

TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

bahwa dengan di.lctapka'nnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Pcerusahaan Daerah Air
Minum (PDAM), maka ketentuan mengenai Organ dan ch.egaWaianﬂ
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian Kota Tebing
Tinggi perlu disesuaikan pengaturannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu membentuk - Peraturan Dacrah tentang Organ  dan
Kepegawai.an Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian
Kota Tebing Tinggi;

. - Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota — kota Kecil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang P’crusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor . 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembarun Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan I.cmbaran Negara ‘
Republik Indoncsia Nomor 4389):;

4. Undang-Undang................
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Undang-U_ndang Nomor 32 Takun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia “Tahun 2004. Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) -

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 ‘tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

_Und.éng-Undang -Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan

Keu.apgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Iﬁdoncsia Nomor 443R8):

Peratuxan Pemecrintah Nomeor 7 Tahun 1979 tenlang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Dz.lcrah Tingkat. II Tebing Tinggi (Lembaran
Negara Republik' Indenesia Tahun 1979 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 387 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemcrintahan Antara Pcmclrix‘mtah, Pemerintah I2aerah Provinst,
dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota (Lcmbaran‘ Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan l.ecmbaran Negara

_ Republik Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pcngawasan PDAM di Lingkungan Pemecrintah
Daerah;

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 17 ‘Tahun 2007 tentang
Pedoinan Tcknis Pengelolaan Barang Dacrah:

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ

dan Kepegawaian Perusahaan Dacralhh Air Minum (IPIDAM).

Dengan Persctujuan Bersana

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan
WALIKOTA TEBING T1liv:i:Gl

MEMUTUSKA i~ :

37 Menctapkan
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"-"'?';Menetapkén :  PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA  BULIAN
KOTA TEBING TINGGI.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ‘Pcrat:uran- Dacrah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi; |

RS S
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2. Pemerintah Da,ex;ah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi:
3. Kepala Dacrah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pecrwakilan Rakyat

)

TR

Daerah Kota Tebing Tinggi; )

5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian adalah Badan
Usaha Milik Daerah Kota Tebing Tinggi;

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bulian;

7. Dire.}ctur adalah Direktur PDAM Tirta Bulian.

TR,

. P _ 8. Pegawai adalah Pcgawai yang bekerja dalam lingkungan PDAM Tirta
- Bulian. - '
& _ * 9. Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai PDAM Titta Bulian yeng

terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan-

penghasilan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB 11
KETENTUAN PENDIRIAN
Pasal 2
PDAM Tirta Bulian adalah suatu Badan llsaha Milik Dacrah Kota Teting
Tinggi yang didirikan Tahun 1977.

BAB I1I
ANGGARAN DASAR
Bagian Kesatu
Kedudukan Hukum, Tujuan dan Lapangan Usaha
. Pasal 3
(1) PDAM Tirta Bulian adalah Badan Hukum yang bcrhak melakukan
usahanya berdasarkan Peraturan Dacrah ini.

(2) Dengan. ooooveiaeene..
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(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalamy Peraturan Daerah ini
terhadap PDAM Tirla Bulian juga berlaku peraturan dan perundang-

undangan yang ada.

Pasal 4

PDAM Tirta Bulian berkedudukan di Kota Tebing Fingys.

Pasal §
Tujuan Pokok PDAM Tirta Bulian adalah  uniuk  mengembangkan

perekonomian Dacrah dan meningkatkan pendapatan Dacrah  dengan

.mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memcnuhi

persyaratan keschatan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip ckenomt

perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

Bagian Kedua
Modal
Pasal 6
(1) Modal Dasar PDAM Tirta Buliza terdiri atas kekayaan daerah yang
dipi_sahkan.
(2) Penyecrtaan madal dalam rangka Kerjasama dengan pihak ketiga dapat
dilaitukan dengan persctujuan Kepala Dacrah.

(3) Semua alat likuida disimpan dalam 3ank Pemerintah.

Bagianr Ketiga
Organ PDAM
Pasal 7
(1) PDAM Tirta Bulian yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tebing
Tinggi didukung dengan organ kcpegawaian.
(2) Pengurus PDAM Tirta Bulian terdiri dari :
a. Walikota selaku pemilik modal
b. Direktur

¢. Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Susunan Orgaaisasi dan Tata Kerja
Pasal 8
Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta ulian ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

39 "
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Bag'ian Kelima
Direksi
Pasal 9 )
Direktur diangkat olch chula Dacrah atas usul Badan Pengawas.
Batas usia Direktur yang berasal dari juar PDAM- pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 55 (limé puluh lima) tahun.
Jabatan Dircktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling

tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan scbagai berikut :

a. mempunyai pendidikan Sarjana Starata-1 (5-1):

b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang
berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal
15 (lima belas) tahun mengclola pcrﬁmh:mn bagi yang bukan
berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat kcterangan
(referensi) dari peérusahaan scbhelumnya dengan penilaian baik; .

C. fulus p_ciatihan manajemen air minum di dalam atau di luar
negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan scﬁrtiﬁkési atau
ijjazah;

d. membuat dan menyajixia proposal mengenai visi dan misi
PDAM Tirta Bulian;
bersedia bekerja f)enuh waktu;
tidak terikat hubungan kciuarga denga.n Kcepala Daerah/Wakil
Kepala Dacrah atau Dewan Pcngawas atau Dircktur lainnya
sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping
termasuk menantu dan ipar; dan

g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang diluksanakan olch tim
ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah:

Pengangkatan Direktur scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 1]

Masa jabatan Dircktur sclama 4 (cmpat) tahun dan dapat dianghat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan..............

40




i ]

()

M

@)

-6-.

Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayui (1) pasal ini
dilakukan apablla Dircktur terbukti mampu meningkatkan kinerja
PDAM Tirta Bulian dan pelayanan kcbutuhan air minum kepada

masyarakat setiap tahun.

Pasal 12

Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

a. jabatan struktural atau fung'sio‘nal pada instansi/lembaga
Pemerintah Pusat dan Daerah

b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha
swasta;

c. jabatén. yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada
PDAM Tirta Bulian; dan/atau '

d. jabatan lalnnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Direktur tidak boleh .mc.mpunyai kepentingan pribadi sccara langsung

atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
pada PDAM Tirta Bulian.

Pasal 13
Direktur dalam mengelola PDAM Tirta Bulian mempunyai tugas scbagai
berikut :
a.

o a0 o

menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan
seluruh kegiatan operasional PDAM Tirla Bulian;

membina pegawai;

mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Bulian;
menyelenggarakan Administrasi Unium dan Keuangan:

menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business
plan/corporate plan) yang disahkan olch Kepala Dacrah melalui usul
Dewan Pengawas;

menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan
PDAM Tirta Bulian yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah
melalui Dewan Pengawas;

menyusun dan menyampaikan Laporan sclumh kegiatan PDAM Tida
Bulian kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas termasuk

Neraca dan Perhitungan Laba /Rugi PDAM Tirta Bulian.

Pasal 14
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Pasal 14
Laporan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 13 hurul’ g terdiri dari
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
Laporan Triwulan scbagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri dari
laporan kegiatan operasional dan kcuangan yang disampaikan kepada
Dewan Pengawas.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

. laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang

ditandatangani Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada

Kepala Daerah.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disgmpaikaﬁ
paling lambat 120 (scrafus dua puluh) hari scielah tahun buku PDAM
Tirta Bulian ditutup untuk disahkan olch Kepala Dacrah paling lambat

-dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sctciah diterima.

Direktur menyebarluaskan laporan Tahunan mclalui media massa

pﬂling lambat 15 ‘(lima belas) hari sctelah disahkan olch chala

. Daerah.

Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan

Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan

" alasannya secara tertulis.

Pasal 15
Direktur dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 mempunyai wewenang scbagai berikut :
‘a. mengangkat dan memberhentikan pcepawai berdasarkan
Peraturan Kepegawaian PDAM Tirla Bulian; .
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kcrian PDAM Tinta
Bulian dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah
Direktur;
d. mewakili PDAM Tirta Bulian di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili
PDAM Tirta Bulian;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g ménjual, menjaminkan atau imclcpaskan aset milik PDAM Tirta
Bulian berdasarkan persctujuan Kepala  Dacrah  atas

pertimbangan Dewan Pengawas:

Jhe metakukan.
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Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Buhan,
dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh pul
perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.
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h.  melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam peqanpan, dan
‘melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan
Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan
menjaminkan aset PDAM Tirta Bulian.

Jabatan dibawah Direktur sebagaimana dimaksud pada gy'at (l) hur;ﬁfc
berpendidikan serendah-rendahnya SLTA berpangkat C.1. I "

Pasal 16

_ Pasal 17 DA
Apabi_la sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pehga
Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daeréh
mcnunjuk/mengz‘mékat ‘Direktur ‘yang lama atau seorang 2
Struktural PDAM Tirta Bulian sebagai pejabat sementara. CLl
Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala.Daerah.
Keputusan Kepala Dacrah sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
beriaku paling iama 6 (enam) bulan.
Pcjabat semciitara sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tidak

dilakukan pelantikan dan petigambilan sumpah.

Pasal 18
Penghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
Gaji direktur adalah sebesar 3 (tiga) kali gaji tertinggi pegawai PDAM

Tunjangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: o

a.  tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami
dan anak; dan

b. tunjangan lainnya. .

Dalam hal! PDAM Tirta Bulian memperoleh keuntungan, direktur
memperoleh bagian dari jasa produksi.

Tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada, ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatfkan
pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Bulian.

(6) Jumilah

43
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Jumlah seluruh biaya untuk pengliasilan Direktur, penghasilan Dewan
Pengawas, pcnghzisilan_ pegawa: dar biaya ténaga kega lainnya tidak
bolch melcbihi 40% (empat puluh per seratus) dari. total- biaya
berdasarkan rcalisasi Anggaran Perusahaan Tahun Angga,ran' yang

lalu.

Pasal 19

Dircktur sctiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang "jasa-
pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan

~ usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Bulian.

Dircktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya

berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebégaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit -

I (satu) tahun. .
Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) didasarkan atas pcrhitungan lamanya bertugas dibagi

masa jabatan dikalikan pengahsilan bulan terakhir.

Pasal 20
Dircktur memperoleh hak cuti meliputi :
. cuti 1ahunzin;
cuti besar;

culi sakit;

cuti karcna alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah
haji;
C. cuti nikah;

. cuti bersalin; dan

1. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bulian.

Dircksi yang menjalankan cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
wetap diberikan pengahsila;\ penuh kecuali cuti di luar tanggungan
POAM Tirta Buiian.' -

I'cluksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut olch Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan- -

perundang-undangan.

Pasal 21
Dircktur diberhentikan karcna :
. atas jabatannya berakhir; dan:

b. meninggal dunia.

A4 (2) Direktur.......ccccceeueeeeeenene.
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Dircklur diberhentikan karena : . . ¢

a. permintaan sendiri;

b.  reorganisasi;

c.  melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Bulian.

d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara;

¢.  mencapai batas usia 60 (cnam puluh) tahun; dan

f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pemberheatian Direktur scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan olch Kepaia Daerah.

Pasal 22
Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d diberhentikan sementara

olch Képala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu

paling lama 1 (sa,tu)b;xlan; _
Pemberhentian sementara .sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan
diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22; Dewan Pengawas melakukan
sidang yang dihadiri oleli Direktur untuk menetapkan yang
bersangkutan diberhentikan atau dirchabilitasi. ‘
Dcwan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah
untuk memberhentikan atau merchabilitasi.

Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan
dianggab mcncrima hasil sidang Dewan Pengawas.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak
pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan
hukum tctap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian

45
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Bagian Keenam
Dewan Peng:iwas
Pasal 24’
Dewan Pcngawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Kota Tebing
Tinggi, profcéional dan/atau masyarakat konsumen ‘yang dangkat oleix
Kepala Daerah.
Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (eném puluh lima) tahun.
) Pasal 25
Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
a.  menguasai manajemen PDAM Tirta Bulian;
b.  menyediakan waktu yang cukup untuk melabukan tugasnya; dan
¢.  tidak terikat hubungan kcluarga 4dengan Kepala Daerah/Wakil
© Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur
sampai dcrajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping
termasuk menantu dan ipar. )
Pcngangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.

Anggota Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat scorang scbagai Ketua merangkap anggota dan seoragg_

scbagai Sckretaris mcrangkap anggota dengan Keputusan Kepala

Dacrah.

Pasal 27
Masa jabatan anggota Dewan ’cngawas paling lama (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas _sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan
PDAM Tirta Bulian dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum

kepada masyarakat.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

mclaksanakan pengawasan, pcngendglian dan pembinaan terhadap
pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirga Bulian;

A6
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b. mcmberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta
atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta

Bulian antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang dllakukan '_

oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Bulian,
rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima,

memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan )

Tahunan; dan
¢. memeriksa dan ‘menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business
plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM

Tirta Bulian- yang dibuat Direktur kepada Kepala Daerah untulc
mendapatkan pengesahan. -

'Pasal 29 - N
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pusai 28, mcmpl'my'ai wewenang :
a. menilai kinerja Dircktur dalam mengelola PDAM Tirta Bulian;
b. menifai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan
Dircktur untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; |

<. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan
PDAM Tirta Bulian; dan

mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan

pemberhentian Dircktur kepada Kepala Daerah.

Pasal 30
Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut :

u.  mengawasi kepiatan Dircktur dalam menjalankan PDAM Tirta Bulian ;

b. memberikan pendapat dan saran kcpada Kepala Daerah terhadap -

pengangkatan dan pemberhentian Direktur;

v. .memberikan pendapat dan saran kecpada Kepala Daerah terhada} ‘

program kerja yang dilaksanakan oleh Dire:ktur;

d. mecmberikan pendapat dan satan kepada Kepala Daerah terhadap
rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Bulian;

c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Dacrah terhadap
rencana pinjaman dan ikatan hukum terhadap pihak lain;

. mecmberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap

Laporan Neraca dan Perhitungan L.aba / Rugi.

Pasal 31

a7
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Pasal 31

1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk
Sckretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan
Pc;gawas. ‘

(2) :'-Sckrclarim Dcewan Pcngnwds scbagaimana dimaksud pada ayat'(l)
beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibcbankan pada
Anggaran PDAM Tirta Bulian.

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pgngawas sebagaimana dima_ksud
pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan
PIDAM Tirta Bulian.

Pasal 32

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 33
(1) Kctua Dewan Pengawas merangkap anggota mcnenma uang jasa'
paling banyak 20% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Dlrektur
(2) bckrctans Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa
paling banyak 15% (cmpat puluh per seratus) dari gaji Direktur. :
(3) Sctiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak

10% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 34
Dalam hal PDAM Tirta Bulian memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas
memperoleh  bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan

berpedoman pada ketentuan Pasal 33.

Pasal 35 .
I3¢esarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud
Jalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditctapkan oleh Kepala Daerah dengan
memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Bulian.

Pasal 36
1) Dcwan Pcngawas mendapat uang jasa pengabdian yang besamya
ditctapkan olch Kepala Dacruh dengan memperhatikan kemampuan

BidAM Tina Duitan.

(2) Dewan

45
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Dcwan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa
jabatannya berakhir, mendapat vang jasa pengabdian dengan syarat
telah menjalankan tugasnya palmg sedikit 1 (satu) tahun.

Besarnya uang jasa pcngabdlan scbagalmana dtmaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) didasarkan atas perhltungnn lnmanya bertugas dlbag;

masa. jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 37 -
Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
a.  masa jabatannya berakhir; dan
b. meninggal dunia.
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena
a. permintaaﬁ sendiri;
b. reorganisasi;
¢. kedudukan sebagai pejabat ducrah telah berakhir;
d. mencapai batas usia 65 (cnam puluh lima) tahun; )
¢. tidak dapat melaksanakan tugas;
f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Buliah; dan
g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Dacrah atau Negara.

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

Pasal 38

- Auggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan
scmentara olch Kepala Daerah.

Pemberhentian  sementara’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditctapkan déngém Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Paling lambat 1 (satu) bulan scjak pemberhentian sementara, Kepala

Dacrah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan

Pcngawas untuk mcnetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau

dirchabilitasi.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan

rapat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara
batal demi hukum.

(3) Apabila......oeeereeeenn..
49 P
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(3). Apabila dalam rapat sébagaimuna dimaksud pada ayat (1) anggota

L

Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang
. bersangkutan dianggap menerima hasil rapat .

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas

merupakan tindak pidana yang telah memperolch kckuatan hukum

tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV
PEGAWAL
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 40
~ (1) Pengangkatan pcgawai PDAM Tirta- Bulian harus memenuhi

persyaratan: |
é. Warga Negara. Republik Indonesia;
b.  berkelakuan baik dan belum permah dihukum;

. E c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan ‘keahlian . yang
' o diperlukan;
- : d. dinyatakan schat oleh r..vah.sakit umum vang ditunjuk oleh
Dircktur; |
v ' e.  usia paling tinggi 35 (tiga paiuh lima) tahun, dan

f lulus seleksi.

(2) Pengangkatan pcgawai dilakukan sctclah melalui masa percobaan
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lamua 6 (¢nam) bulan dengan
ketentuan memenuhi daflar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit
bernilai baik.

(3) Sclama masa pcrcobaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan penilaian meliputi:

a. loyalitas;

b. kecakapan;

c. kesehatan;

d.  kerjasama;

e. kerajinan;

f. prestasi kerja; dan

E. kcjujuraﬂ.

{4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi

a persyaratan secbagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat diberhentikan

tanpa mendapat uang pesangon.
- § o :
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Pasal 41
Diréksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan
Keputusan Dircksi yang berpedoman pada  Upah Minimum l;rovihsi
atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42 )
Batas usia pensiun pcgawai PDAM Tirta Bulian 56 (lima puluh ¢nam)
tahun.
Pegawai yang -mcmasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan
pangkat pengabdian ‘sctingkat lcbih tinggi dari pangkatnya dengan
ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tcrakhir.

Bagian Keduz
Penghasilan dan .t
Pasal 43 v
Pegawai PDAM Tirta .Bulian ‘berhak atas gaji, tunjangan dan
penghasilan lainnya yang sah scsuai dengan pangkat, jenis pekerjaan

dan tanggungjawabnya.

‘Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mecliputi:

4. tunjangan pangan;
b.  tunjangan kecschatan; dan
c.  tunjangan lainnya.
Tunjangan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diberikan kepada pegawai bescrta  keluarganya yang menjadi
tanggungan.
Tunjangan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan
lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dircktur.
Pemberian hak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan kemampuan PDAM Tirta Bulian.

Pasal 44 _ )
Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Bulian dapat mengacu
pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil vang discsunikan
dengan kcbutuhan dan kemampuan PDAM Tirta Bulian.

7(2) Ketentuan........coeeeeeannee.
51
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(2) Ketentuan gaji pcgawai PDAM firta Bulian scbhagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dcngan Keputusan Dircktur.

Pasal 45

(1) Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami
péling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. |

(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau
tidak menikah diberikan lunjanga.n anak sebesar 5% (lima per seratus)
dari gaji pokok untuk sctiap anak.

(3). Tunjangan anak scbagaimana dimaksud pada  ayat (2) dapat

‘ d»ipcrpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun. dalam hal anak

masih bersckolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
sekolah/perguruan tinggi. | '

.~ (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling

banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 46
(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari
usaha PDAM Tirta Bulian atau iuran pegawai PDDAM Tirta Bulian
yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. .
(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 47
Dalam hal PDAM Tirta Bulian mempcrolch keuntungan, pecgawai PDAM

Tirta Bulian diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan
keuangan PDAM Tirta Bulian. '

Pasal 48

(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daflar Penilaian

Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), kanaikan gaji berkala ditunda paling lama 2
(dua) tahun.

52
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Pasal 49
Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
a. cuti tahunan;
b cuti besar;
c. cuti sakit;
d cuti karena alasan peﬂti_ng atau cuti untuk mcnunaikan ibadah
haji;
e. c.uti'nikah;
f. cuti bersalin;
g. cutidiluar tanggungan PDAM Tirta Bulian.
Pegawai yang menjalankan cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti dihiar tanggungan
PDAM.
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan
pemndang-im_danéan.

Bagian Ketiga-
Penghargaan dan Tanda Jasa
Pﬁsa_l'SO _
Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang masa kcxji;';
secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun.

30 (tiga puiuh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan

PDAM Tirta Bulian.

Direktur memberikan ;tanda jasa kcpada pegawai yang tclah
menunjukan prestasi luar biasa dalam pcngembangan PDAM Tirta
Bulian.

Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dcngan Keputusan
Direktur. :

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangun
Pasal 51

Sctiap pegawai wujib :

a.

memegang tcguh dan mengamalkan Pancasila dan imclaksanakan

Undang-Undang Dssar Negara Republil Indunesia Tuiiun 1945,

b. mendahulukan

53
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mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Bulian di atas kepentingan
lainnya;
mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan: dan

memegang teguh rahasia PDAM Tirta Bulian dan rahasia jabatan.

Pasal 52

' Pegawai dilarang;:

melakukan kegiatan yang mcrugikan PDAM Tirta Bulian, Daerah
dan/atau Negara;

menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri

sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Bulian; dan
mencemarkan nama baik PDAM Tirta Bulian, Daerah dan/atau

Negara.

Bagian Kclima
Pelanggaran dan P.embcrhehtian
Pasal 53
Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
Jenis hukuman sebagaimana diinaksud pada ayat (1) mcliputi :
teguran lisan;
teguran tertulis;

penundaan kenaikan gaji berkala;

a.
b
c
d. penundaan kenaikan pangkat;
e penurunanvpangkat; -

f. pembebasan jabatan;

g pemberhentian sementara;

h.  pembcrhentian dengan hormat; dan
i. pembcrhentian dengan tiduk hormat.
Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Keputusan Dircktur.

Pasal 54
Pegawai PDAM Tirta Bulian diberhentikan sementara apabila diduga
telah melakukan larangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 52
dan/atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian

54
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Pemberhentian sementara Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan * yang

berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
P,asai 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per.
seratus) dari gaji. : ‘ '
Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang
bersangkutan harus dipckeriakan kembali dalam jabatan yang sama
dan berhak mencrima sisa penghasilan yang belum diterima.

Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara scbagaimana
dimalésud pada ayat (1) terbukti bersalah, Dircktur memberhentikan |
dengan tidak honnzi_l.

Pasal 56
Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
a. meninggal dunia; '
permintaan sendiri;
tidak dapat melaksanakan tugas;

tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

o oo

telah mencapai usia pensiun: dan/atau

reorganisasi

Pegawai yang diberhentikan dcngan hormat diberikan pesangon yang
besarnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pegawai yang diberhentikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

a.

1.
U,

melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
dihukum berdasarkan putusan pcngadilan dalam perkara pidana yang
telah memperolch kekuatan livhwin ictap; dan/aiau

merugikan keuangan PDAM Tirta Bulian.
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BAB V
DANA PENSIUN
Pasal 58
Direkiur dan Pegawai PDAM Tirta Bulian wajib diikutsertakan pada
program pensiun yang -disclenggarakan olch Dana Pensiun Pemberi

Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Penyelenggaraan program pensiun scbagaimana dimaksud pada ayat

"(1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat

bagi Direktur dan pegawai PDAM Tirta Bulian sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan.

Atas pertimbangan efektifitas dan efisicnsi penyclenggara program
pensiun scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana

pensiun pemberi kerja yang disclenggarakan olch gabungan PDAM.

BAB VI
ASOSIASI
Pasal 59
PDAM Tirta Bulian wajib mecnjadi anggota Persatuan chrusahaan Alir
Minum Secluruh Indonesia (PERPAMSI).
PDAM Tirta Bulian dapat mcmanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi
yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar

negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB V11
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Dircktur uan Dewan/Badan

Pengawas tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VIilI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

(1) Hal-hal yang belum diatur daiam Peraturan Dacrah ini sepanjang

mengenai pelahsunzannya akan diatur icbih ianjut Jdcagan Peraturan
Walikota

(2) Denpan. o
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- (2) Dengan berlakunya Pcraturan Dacrah ini maka Peraturan Dacrah Kota
| Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kcepengurusan dan
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kcpegawaian PIDAM Tirta Bulian Kota

Tebing Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memecrintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam [.cmbaran Dacrah Kota

Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd
ABDUL HAFIZ HASIBUAN

:Jiundangkan di Tebing Tinggi
vada tanggal 24 April 2308

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd _
IRHAM TAUFIK

“EMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 5
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGG]I
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
‘ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI

Pengelolaan Air Minum di Kota ‘Tebing Tinggi pada awalnya dilaksanakan oleli Seksi Air

Minum Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat I1 Tebing Tinggi. Pada tahun

1977 dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I-I Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun

. 1977 didirikanlah Bemsaﬁm Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat I Tcbing

Tinggi, dan selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat II Tebing

'Tinggi Nomor 11 Tahun 1977 nama perusahaan ini ditctapkan menjadi Pcrusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Tirta Bulian Kotamadya Daerah Tingkat I Tebm g Tinggi.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, ada 4 (cmpat) buah Peraturan Daerah yang

terdahulu mengatur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian Kota Tebing

Tinggi yakni :

1. Pcuturan Daerah Kotamadya Dacrah ngkat IT Tcbing Tinggi Nomor 8 Tahun 1977
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian Kotamadya
Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

2. Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat I Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 1986
tentang Pémsahaan Daerah Air Minum Tirta. Bulian Kotamadya Dacrah Tingkat I
Tebing Tinggi;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Tcbing Tinggi Nomor 12 Tahun 1986
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Dacrah Air Minum
(PDAM) Tiria Bulian Kotamadya Daerah Tingkat H 't cbing Tinggy;

4. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomior 11 Tuhun 2004 icntauye Kepengurusan dan
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kcpegawaian Perusahaan Dacrah Air Minum (PIDAM) Tirta
Bulian Kota Tebing Tinggi

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu penycsuaian ketentuan mengenai

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Dacrah Air Minum (I'DAM) Tirta Bulian Kota Tebing
Tinggi.. '

. PASAL.....cocireee.
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' . PASAL DEMI PASAL
. Pasal 1
cukup jelas
Pasal2
cukup jelas
Pasal 3
éukup j'e,las
Pasal 4
cukup jelas
Pasal 5
cukup jelas
Pasal 6
cukup jelas
 Pasal 7
' cukup jelas
Pasal 8
. cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
. cukup jelas
Pasal 15 ~
cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
_ Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
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Pasal 19

cukup jelas
Pasal 20
~ cukup jelas
Pasal 21

cukup jelas
Pasal 22

cukup jelas
Pasal 23

cukup jelas
Pasal 24

cukup jelas
Pasal 25

cﬁkupjehs
Pasal 26

cukup jelas
Pasal 27

cukup jelas
Pasal 28

cukup jelas
Pasal 29

cukup jelas
Pasal 30

cukup jelas
Pasal 31

cukup “jelas
Pasal 32

cukup jelas
Pasal 33

cukup jelas
Pasal 34

cukup jelas
* Pasal 35

’ cukup jelas
Pasal 36

cukup jelas
Pasal 37

cukup jelas
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Pasal 38
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Pasal 38
| cukup jelas
Pasal 39

cukup jelas
Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41
~ cukup jelas
Pasal 42

cukup jelas

~ Pasal 43

cukup jelas
Pasal 44

.éukup jelas
Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas
Pasal 47

cukup jelas
Pasal 48

cukup jelas
Pasal 49

cukup jelas
Pasal 50

cukup jelas
Pasal 51

cukup jclas
Pasal 52

cukup jelas
Pasal 53

cukup jclas
Pasal 54

cukup jelas
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Pasal 'S5

cukup jelas
Pasal 56 |

cukup jelas
Pasal 57

cukup jeias
Pasal 58

cukup jelas
Pasal 59

cukup jelas
Pasal 60

cukup jclas
Pasal 61

cukup jelas
Pasal 62

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGUTAHUN 2008 NOMOR 5
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